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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang   :  a.  bahwa peran serta masyarakat dilaksanakan secara 

transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk 

mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku 

kepentingan dalam pelaksanaan Transmigrasi; 

b. bahwa dalam kondisi empiris terdapat kekosongan 

hukum dan kebutuhan hukum dalam pemanfaatan 

tanah Hak Pengelolaan diperlukan pedoman 

pemanfaatan tanah hak pengelolaan dalam pelaksanaan 

penanaman modal di kawasan Transmigrasi; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf 

b Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian yang mengatur mengenai 
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peran serta masyarakat dalam bentuk penanaman 

modal, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan tanah 

Hak Pengelolaan dalam pelaksanaan penanaman modal 

di kawasan Transmigrasi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang 

Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan dalam Pelaksanaan 

Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi; 

 

Mengingat      :   1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5497);  

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 
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5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1915); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :  PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMANFAATAN 

TANAH HAK PENGELOLAAN DALAM PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL DI KAWASAN TRANSMIGRASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut HPL adalah 

hak menguasai dari Negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 

pemegangnya.  

2. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 

negara/daerah yang tidak digunakan untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kementerian/Lembaga/ perangkat daerah dan/atau 

optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak 

mengubah status kepemilikan. 
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3. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan 

nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan 

tanahnya. 

4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri 

maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha 

di wilayah Republik Indonesia. 

5. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara 

sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

menetap di Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah. 

6. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang 

memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha 

masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa 

wilayah pengembangan Transmigrasi atau lokasi 

permukiman Transmigrasi. 

7. Pelaksanaan Transmigrasi adalah rangkaian tahapan 

kegiatan pembangunan Transmigrasi yang meliputi 

perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan 

Kawasan Transmigrasi, dan pengembangan masyarakat 

dan Kawasan Transmigrasi. 

8. Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia 

yang berpindah secara sukarela kedalam Kawasan 

Transmigrasi. 

9. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan 

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal 

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 

10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan/atau 

Badan Usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, 

badan hukum asing, atau Koperasi. 

11. Koperasi Transmigran adalah Koperasi didirikan oleh dan 

beranggotakan Transmigran, serta melaksanakan 

kegiatan usaha di bidang pola usaha pokok. 
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12. Perkumpulan Transmigran adalah sekumpulan 

Transmigran yang berkumpul untuk maksud tertentu 

guna mendapatkan kemanfaatan bagi anggotanya. 

13. Perjanjian Pemanfaatan Tanah Transmigrasi adalah 

kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa 

mengubah fungsi dan status tanah HPL pada Kawasan 

Transmigrasi. 

14. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang 

milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara 

bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber lain yang 

sah. 

15. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS 

adalah Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa 

tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 

dan/atau sarana berikut fasilitas kemudian 

didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati, selanjutnya diserahkan 

kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana dan 

fasilitas setelah berakhirnya jangka waktu. 

16. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG 

adalah Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa 

tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 

dan/atau sarana berikut fasilitas, dan setelah selesai 

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh 

pihak lain untuk dalam jangka waktu tertentu yang 

disepakati. 

17. Izin Pelaksanaan Transmigrasi yang selanjutnya 

disingkat IPT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Menteri atau Pejabat yang diberikan kewenangan 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 

1997 tentang Ketransmigrasian sebagai bukti legalitas 

bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan 

diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha 

Penanaman Modal dalam pelaksanaan Transmigrasi.  
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